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Dalam sebuah perkawinan mengharapkan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu kebahagiaan itu dapat
terwujud dengan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dengan curahan kasih sayang. Namun
tidak semua pasangan suami-isteri yang dapat memiliki anak. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan
itu diadakan pengangkatan anak. Anak angkat yang berbeda status kewarganegaraannya dengan orang tua
angkat memiliki dampak yang kompleks. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang
pengangkatan anak. Hingga saat ini masih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia (S.E.M.A RI) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penulisan skripsi ini berjudul

" Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan
Hukum Indonesia (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel jo Penetapan
No 104/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel). Judul yang diambil berdasarkan hukum Indonesia karena Hukum Asing itu
atau Irlandia mengikuti keberadaan anak angkat (habitual residence). Permasalahan yang dianalisis adalah
bagai mana proses pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA menurut hukum yang berlaku dan
pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan Penetapan apakah tepat menurut hukum Indonesia sehingga
didalam Penetapan dapat menghilangkan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penulisan
skripsi ini merupakan penelitian hukum maka metode penelitian yang digunakan adalah metode
kepustakaan. Penelitian diarahkan kepada peraturan yang diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia.
Dengan penelitian ini dapat diketahui belum adanya perlindungan terhadap kepentingan anak karena
mudahnya untuk menyimpangi ketentuan dari S.E.M.A RI yang justru dilanggar oleh Hakim itu sendiri.
Penyimpangan justru dari ketentuan mendasar terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang wajib untuk
melalui perantara organisasi/yayasan sosia ditiadakan sehingga melegalkan private adoption. Saran yang
dapat disampaikan penulis adalah dibuatnya peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum seperti
Peraturan Pemerintah dan pengawasan secara langusung atas Putusan maupun Penetapan yang telah
dikeluarkan oleh hakim dapat dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
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